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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” 
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ABSTRAK 
 

Pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi 

syarat dan rukun pernikahan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu 

dilakukan pencatatan pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga 

yang berwewenang di Thailand Selatan adalah lembaga yang berwenang untuk 

pencatatan pernikahan tidak hanya di pengadilan negeri tetapi juga di Majelis 

Agama Islam. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan Imam dan dicatat 

oleh Imam tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian kuanlitatif. Penelitian 

lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya 

berdasarkan konteks. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung 

ke Majlis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani Thailand Selatan. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara, interview, 

dokumentasi dan keperpustakaan. Kemudian analisis data dilakukan dengan 

memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah 

ditarik kesimpilan. Subjek penelitian adalah yang menjadi subjek dan sekaligus 

sumberi informasi, adalah kepala Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand 

Selatan, staf-staf atau Anggota lainya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum kelarga islam di Majelis Agama 

Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertama pencatatan 

pernikahan di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand adalah 

ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. 

(Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Dalam hal pencatatan 

pernikahan, hukum Islam di Thailand selatan mengatur secara jelas bahwa 

pernikahan itu harus dicatat. Kedua problem pernikahan yang dicatatkan dan 

manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah berikut memberikan 

kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun 

istri. Dan yang ketiga pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan 

pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama 

Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat Wilayah Selatan Thailand, maka 

pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk 

terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu. 

 

Kata kunci: Pencatatan Pernikahan, Hukum Kelurga Islam,  Majelis Agama 

Islam, Pattani. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 bā' B Be ة

 tā' T Te ث

 śā' Ś es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 hā' ḥ ha titik di bawah ح

 khā' Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 źal Ź zet titik di atas ذ

 rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es ش

 syīn Sy es dan ye ظ

 şād Ş es titik di bawah ص

 dād ḍ de titik di  bawah ض

 tā' Ţ te titik di bawah ط

 zā' ẓ zet titik di bawah ظ

 ayn …„… koma terbalik (di atas)' ع
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 gayn G Ge غ

 fā' F Ef ف

 qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 mīm M Em م

 nūn N En ن

 waw W We و

 hā' H Ha ي

 hamzah …‟… apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap 

 ditulis   ganiyyun غىيّ 

 ditulis  ḥijjun  حجّ 

C. Tā' Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

ت  ditulis   ḥujjah      حج 

 ditulis  nafaqah  وفقت

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ḥajjatilmabrūrati    حجتّانمبرورة

ة ةّانمحصر   ditulis   ḥurratilmuḥşarrah حر 

D. Vokal pendek 

__  َّ __ (fathah) ditulis  a   contoh  ّ ة طير   ditulis   masīrata  م 

__  َّ __ (kasrah) ditulis  i    contoh  ّم  ditulis  yaḥillu يح 
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__  َّ __ (dammah)  ditulis  u    contoh ح رمت ditulis   ḥurmatin 

E. Vokal panjang 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   ma„ahā  معهب

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   tusāfiru  تطبفر

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   sabīli  ضبيم

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis   źunūba  ذوىة

F. Vokal rangkap 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum  بيىكمّ

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قىل

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 

dengan apostrof 

 ditulis   a'antum  ااوتمّ

 ditulis   u'iddat  اعدثّ

 ditulis   la'in syakartum  نئهّشكرتمّ

H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān  انقرانّ

 ditulis   al-Qiyās  انقيبشّ

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams  انشمصّ

 'ditulis   as-samā  انطمبءّ

I. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 
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J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 ditulis   iqāmi aş-şalāh       إقبمّانصلاة

 ditulis   ītai‟ az-zakāh       إيتبءّانسكبة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan  merupakan hasrat alami manusia  yang terbaik dengan naluri. 

Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah SWT. keinginan untuk 

membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum mula dari fantasi 

terhadap mimpi mimpi yang tak masuk akal dan segala kecemasan batin 

Pernikahan. dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik, serta yang 

mau berbagi rasa dalam masa-masa sudah dan bahagia. 

Apabila pasangan-pasangan itu sadar akan hak dan kewajiban serta tugas 

masing-masing dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, maka rumah 

tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, tetapi jika ada konflik dalam 

keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi penjara itu semua akibat dari 

kelalaiannya hak dan kewajiban. Pernikahan biasanya untuk melaksanakan suatu 

tugas, keahlian dan kesiapan melaksanakannya merupakan suatu syarat, jika 

seseorang kurang berpengalaman dan kurang siap maka tidak akan dapat 

mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam agama Islam, rumah tangga 

merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam 

membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan 

manusia timbul.
1
  

Pada umumnya, Thailand merupakan negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Budha. Demikian secara keseluruhan, kaum Muslim di 

                                                             
1
 Abduttahab Haika, Rahasia Pekawinan Rasulullah, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 

hlm.6 



 2 

Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah 

keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini 

masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktik kehidupan 

sehari-hari.
2
   

Ras Melayu tersebut, banyak yang tinggal di kawasan di Thailand 

Selatan, dan penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama 

mayoritas penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Thailand Selatan 

pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan 

berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Pattani. Setelah 

beberapa lama, kerajaan Pattani mengalami kejayaan, pada tahun 1902 secara 

total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini 

disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) 

dengan orang Thailand Selatan, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan 

yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan 

keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.
3
  

Kaum Muslim di Wilayah Pattani Thailand Selatan  tersebut menganggap 

diri mereka sebagai orang Muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama 

Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan 

mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin 

hak-hak kaum Muslim ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang 

beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah 

                                                             
2
 Arong Suthasana, Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), 

perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan 

pengkodifikasinya, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 118. 
3
 Seni Mudman, Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: Pustaka 

LP3ES, 1993), hlm. 325. 
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memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Keluarga 

dan Waris kepada kaum Muslim yang tinggal di wilayah Pattani. Untuk 

menyelenggarakan Peradilan Agama tersendiri di tingkat wilayah (ศาลช้ันต้น)
4
  , 

khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.
5
  

Tidak hanya demikian, sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand 

mengeluarkan Undang-undang untuk kaum Muslim mengenai urusan agama 

Islam, yaitu (กaฎหมายบัญญติัอิสลาม)
6
  Undang-undang Perlindungan Muslim Thailand, 

dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang Urusan Masjid. 

Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya khusus untuk Pattani Selatan 

Thailand, namun juga berlaku untuk seluruh kaum Muslim di Thailand. 

Pemerintah  Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam 

yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itu pun hanya berlaku pada 

wilayah Pattani, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah 

Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum 

Islam pada tahun 1946. 

Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga 

dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum Muslim di wilayah Pattani, agar 

mendukung pemerintah Thailand. Dalam realitas yang ada sekarang, kaum 

Muslim Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum 

keluarga Islam dan Hukum waris lebih cenderung datang langsung kepada para 

ulama setempat. 

                                                             
4
 San Chan Ton adalah pengadilan sipil di Thailand. 

5
 Narung Siripachana, Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le’ Dato Yutitam, (Bangkok: PT. 

Popit Press, 1975), hlm. 47. 
6
 Kod May Ban Yat Islam adalah undang-undang perlindung muslim Thailand 
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Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, didirikan pada tahun 1940 M. 

pada waktu itu para ulama, bertanggung jawab terhadap perkara yang berlaku ke 

atas umat di Wilayah Pattani. Oleh karena tiada suatu badan  pun yang 

bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang menimpa umat dan mengurus 

hal Ihwal Agama Islam. Dengan demikian pada tahun 1940 M, Para Alim Ulama 

di Wilayah Pattani setuju membangunkan pejabat Agama Islam, sekaligus 

berfungsi sebagai pejabat Wali Amri Qodhi Il-syar-i mengurus dan mengawal hal 

Ihwal umat Islam di Pattani. Pejabat Majelis Agama Islam Wilayah Pattani 

dilantik Al-marhum Tuan guru H. Muhammad Sulung Bin Abdul Kodir Tuan 

Minal. Beliau salah seorang ulama’ yang di ketua Majelis Agama Islam Wilayah 

Pattani dan merangkap jawatan Wali Amri Qodhi Il-syar-i Il-dhoruri.
7
   

Undang-undang Islam tentang Hukum keluarga Islam dan Hukum waris 

secara garis besar membahas dua hal yaitu: 

1. Tentang keluarga, yang meliputi beberapa bab, yaitu: syarat dan rukun nikah, 

ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya suatu 

ikatan pernikahan. 

2. Tentang waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-

bagian ahli waris, dan asabah. Jika dilihat dari isi atau materi Undang-undang 

ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi’I, namun banyak muatan lokal 

yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga Isman dan 

                                                             
7
 Dokumentasi Majelis Agama Islam, tahun (2011-2018). 
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Hukum waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari 

Undang-undang  Hukum keluarga Thailand.
8 

 Sedangkan hukum perkawinan yang berlaku di Thailand Selatan 

khususnya di wilayah Pattani, hukum pernikahannya mengikuti hukum Islam. 

Secara Agama pelaksaaan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam 

(MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri atau lembaga pemerintah. 

Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan kembali di 

Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya 

dicatatkan di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri, 

maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak 

memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri, dan 

perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-

masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh 

imam di Majelis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Datok 

Yutitam atau tok qadi (Hakim di MAI). 

Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Majelis Agama Islam 

Pattani Selatan Thailand mempunyai kedudukan yang sangat penting, diketahui 

dari banyaknya ayat dalam al-Qur’an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal 

ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang 

merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.
9
  

                                                             
8
 Waeberaheng Waehayee, “Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga 

Islam Thailand”, skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta (2008), hlm. 4 
9
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

hlm.1. 
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Berbagai dampak pernikahan dicatat dan tidak dicatatan yang mengalir 

dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pencatatan 

Pernikahan. Ada yang menyambut secara positif karena menyadari pentingnya 

pencatatan pernikahan dan dirasa bermanfaat yang ditimbulkan dari aturan 

tersebut. Ada pula yang menyambut secara negatif,karena pelaksanaan 

pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam (MAI) tidak 

sah ataupun tidak berlaku pada urursan-urusan yang terkait dengan urusan 

pemerintahan dan Negara.  

Di samping itu, dalam kajian literatur klasik (kitab fiqih) tidak ditemukan 

perihal pencatatan Pernikahan sebagai sahnya Pernikahan.  Pernikahan 

merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak ikut campur. 

Secara umum, alasan demikian yang menjadi dalih kalangan yang menolak 

pencatatan pernikahan.  Akan tetapi, mereka lupa melihat sisi positif dari aturan 

tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan, di antaranya yaitu berfungsi 

untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas 

hak kewarisan dan sebagainya. Ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan 

pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat 

membutuhkan akta otentik. 

Oleh karena itulah beberapa permasalahan yang terkait degan urusan 

pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani 

selatan Thailand, dihubungkan dengan pentingnya pencatatan Pernikahan di atas 

sangat menarik untuk dikaji. Makanya penelitian yang akan dibahas berjudul 
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Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah  Pattani Thailand 

Selatan.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terdapat beberapa hal 

yang   menjadi rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana  pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani  

Selatan Thailand. Dan dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Pernikahan di 

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah 

Pattani Thailand Selatan. dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang. 

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pencatatan 

Pernikahan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam 

Wilayah  Pattani Thailand Selatan. 

       Adapun mangfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluaskan keilmuan bagi para 

pembaca terutama mengenai Hukum Pencatatan Pernik ahan di Majelis 

Agama Islam Wilayah  Pattani Thailand Selatan. 
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2. Sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin 

melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah Pencatatan 

Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan. 

 
D. Kajian Pustaka 

Kajian tentang Pencatatan Pernikahan Hukum Keluarga Islam sebenarnya 

bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak 

cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek pencatatan 

pernikahan ini sejak dulu. Namun demikian, belum pernah ada satu pun 

cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek ini. Oleh karena 

itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang 

Pencatatan Pernikahan Hukum Keluarga Islam di Majeils Agama Islam Pattani 

Thailand Selatan. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya berkaitan dengan Pelaksanaan Pencatatan  Pernikahan 

Hukim Keluarga Islam Di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, antara 

lain:  

Pertama, buku yang ditulis oleh Den Tokmina dan Bukhari Banraman, 

(กฎหมายอิสลาม)
10

   yang menjelaskan bagaiman Agama Islam dan hukum Islam yang 

dilaksanakan di Thailand, diantaranya mencakup hukum keluarga, hukum 

kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi 

makanan.
11

   

                                                             
10

 Kod May Islam adalah Hukum Islam 
11

Den Tokmina dan bukhari, Islamis Law,  cet. IV  (Bangkok, Ramkamheng Univesity , 

2009), hlm.1-231  
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Kedua,  buku yang ditulis oleh  Praserd Daeyiwa, ( ข้อบัญญติั กฎหมายอิสลาม 

ว่าด้วย ครอบครัว และมรดก)12
  Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan 

Hukum Waris Islam. Buku ini menjelasan tentang undang-undang agama Islam 

mengenai hukum Pernikahan dan hukum kewarisan.
13

    

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Waeberaheng Waehayee, Konsep Wali 

Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand. Penelitian ini 

menjelaskan tentang Undang-Undang hukum keluarga Islam di Thailand dan 

konsep wali nikah dalam undang-undang hukum keluarga Islam Thailand, 

mencari latar belakang pemikiran konsep wali nikah, menelusuri sejauhmana 

otoritas wali dalam memaksakan suatu pernikahan dan sejauhmana kebebasan 

mempelai dalam menentukan pernikahannya sendiri. metode yang digunakan 

terungkaplah bahwa konsep wali nikah undang-undang hukum keluarga Islam 

Thailand disatu sisi berusaha untuk disesuaikan dengan konteks dan karakter 

kehidupan masyarakat Islam di Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi 

raja, adanya wali dari tuan hamba, adanya kreteria yang menjadi pedoman bagi 

wali dalam memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan, adanya tertib wali 

nikah yang begitu berbeda dan adanya syarat-syarat khusus bagi mereka yang 

dijadikan wali nikah serta adanya otoritas bagi wali untuk memaksa pernikahan 

disatu sisi dan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menikah dalam kondisi 

tertentu dengan tanpa wali disisi yang lain. Disamping itu, adanya penyaduran 

                                                             
12

 Kho Ban Yat Kod may Islam Wa Duay Krob Krua Lek Moraduk adalah Undang-undang 

Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam 
13

 Prasert Daeyiwa,  Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris 

Islam,  (Songkhla: Prince of Sungkhla University, 2007), hlm. 1-89. 
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terhadap hukum Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam 

Thailand. dari zaman dulu sampai.sekang.
14

     

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ruslan Luebakaluting, 

Peran Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan 

(Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam 

(MAI). Penelitian menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan lembaga yang 

menangani hukum perkawinan di pengadilan Agama, persamaan dan perbedaan  

kedua Negara yaitu Thailand dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian diskriptis analisis mengkaji keperpustakaan yang mengambarkan dan 

menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan 

pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan yuridis 

normatif. Penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai peranan utama 

sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, 

fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga pelayanan ibadah 

sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan 

masyarakat muslim. 
15

     

 Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tanita maknab, perbandingan 

pencatatan pernikahan pi Thailand. Dan Thailand Selatan. Penelitian menjelaskan 

tentang Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum 

pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di 

                                                             
14

 Waebueraheng Waehayee. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga 

Islam Thailand”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008 
15

 Muhammad Ruslan Leubakaluting, “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia 

dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majlis Agama Islam 

(MAI)”, Skripsi Universita Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm. 1-69 
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Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan diantara keduanya ialah Pertama, 

sama-sama terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh menikahi 

sesama saudara sedarah. Kedua, baik di Thailand maupun di Thailand Selatan 

tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. 

Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sama-

sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan sendiri (yakin/tidak ragu-

ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, pencatatan pernikahan di Thailand dan 

Thailand selatan.
16

  

Secara umum,studi-studi tentan pencatatan pernikahan di Majelis Agama 

Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan belum pernah ada yang dituangkan 

menjadi tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk meneliti 

lebih jauh tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam 

Wilayah Pattani Thailand Selatan. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang 

akan dibahas, pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematika sesuai tata 

urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut; 

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif 

hukum keluarga islam, pengertian pencatatan, pentatan dalam perspektif fikih. 

                                                             
16

 Tanita Maknab Skripsi: “Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand 

Selatan”. Uin Sunan Kalijaga.(2016), hlm.1-20. 
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Bab Ketiga, membahas metode penelitian yang menujukan bebagai 

penelitian tentang  pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga islam 

di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani  Thailand Selatan. 

Bab keempat, membahas tentang  Gambaran umum  Majelis Agama 

Islam Pattani Thailand Selatan yang meliputi pada letaknya geografis, sejarah 

singkat,. visi misi, tujuan, struktur organisasi, kondisi masyarakat pattani 

Thailand selatan. Berbagai gambaran tersebut terkemuka terlebih dahulu. Dan 

menganalisis tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga 

Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan dilihat dari 

aspek hukum keluarga Islam dan peraturan Undang-undang yang meliputi 

analisis Pernikahan yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan di Majelis Agama 

Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.  

Bab kelima, tentang penutup pembahasan-pembahasan sebelumnya yang 

berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu 

disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-

peneliti berikutnya di masa mendatang. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan 

atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa 

dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk 

pengembangan studi lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani  Thailannd 

Selatan dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan. Pencatatan 

pernikahan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-

istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam 

bab  I) Pernikahan di Thailand sering disebut juga dengan pernikahan 

negara. Ini adalah pernikahan yang sah dan diakui secara hukum negara 

namun tidak menggunakan hukum agama apa pun. Pernikahan sipil tidak 

membutuhkan persetujuan/kehadiran orang tua jika kedua calon pengantin 

sudah berusia 17 tahun (Pasal 1448 undang-undang keluarga di Thailand). 

Ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan persyaratan dan tata cara 

agama dan dianggap sah secara hukum agama tersebut.  

Sebagaimana dijelaskan dalam Civil and Comercial Code buku 

Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 bahwa “ Pernikahan dengan cara ini 

akan dianggap sah apabila telah di daftarkan”, kemudian dipertegas kembali 

dalam pasal 1458 yaitu “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan 

perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan 

suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung 
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dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan 

pernikahan.   

Dalam kedua pasal di atas secara tersurat diatur mengenai sah dan 

tidaknya kedua pasangan sebagai pasangan suami dan istri, yakni dengan 

ketentuan apabila keduanya telah mengikat satu sama lain sebagai pasangan 

dan telah dicatatkan pada petugas pencatatan pernikahan. Kedua undang-

undang tersebut juga tidak menjelaskan tentang adanya ikatan pernikahan 

yang didasari pada pengaruh latar belakang agama, suku, bangsa ataupun 

yang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan dianggap sah oleh 

undang-undang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang mengaturnya.  

Sebagaimana di jelaskan diatas dalam pasal 1448-1460 di dalam 

hukum perdata buku kelima tentang keluarga di Thailand bagian II tentang 

syarat-syarat pernikahan. 

2. Dampak Pernikahan yang dicatatkan ada beberapa positif dan beberapa 

negatif yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah Beberapa hal 

mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan Sebagaimana tersebut 

dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang 

memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, 

Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili. 

Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga 

Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan 

perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadaan 

walimah. Kemudian juga Hal negatif yang mungkin saja bisa timbul akibat 
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pencatatan nikah (Akta nikah). Surat nikah kadang-kadang dijadikan alat 

untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar’i antara suami isteri 

yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, 

namun tidak melaporkan perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga 

masihmemegang surat nikah. 

3. Dampak pernikahan yang tidak dicatatkan dapat di pahami adalah jika 

seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan pernikahannya 

tidak dicatatkan di Pengadilan Negeri atau di  Majelis Agama Islam, apabila 

suaminya lalai atau mengabaikan kewajiban, jika ia akan menuntut atau 

mengugat suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan Nereri 

atau di Majelis Agama Islam karena telah melakukan penelantaran, maka ia 

akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya 

hubungan hukum berupa pernikahan antara dia dan suaminya. Sebagaiman 

penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan pencatatan nikah adalah untuk 

kepastian hukum. Sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan maka 

akan kesulitan dalam pemecahan permasalahan di pengadilan.  

Terkait nikah siri (nikah yang tidak tercatat Negara), akibat tidak 

memiliki akta nikah, dalam banyak kasus yang banyak dirugikan adalah 

pihak Istri. Kemudian yang berdampak dari perkawinan siri secara hukum 

tidak diakui. Maka apabila pasangan siri tersebut menginginkan perceraian, 

maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak 

dapat menuntut, misalnya atas hak nafkahnya, hak perwalian anak, dan 

sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi. Kesulitan mendapatkan 
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akta kelahiran anak. Padahal dewasa ini akta kelahiran menjadi alat yang 

sangat penting terutama sebagai syarat masuk sekolah. Sehingga masa depan 

anak ikut terkena dampak buruknya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

Dalam hukum pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah 

Pattani Thailand Selatan  mengikuti hukum Islam dikatakan sah dalam mata 

hukum Islam, jika tidak mencatat oleh negeri tidak berhak /tidak bisa 

mengajukan masalah oleh pengadilan negara. Orang Melayu Pattani Thailand 

Selatan sangat rugi karena tidak mencatat oleh negeri jadi bisa selesai masalah 

Cuma di Dato’ Yuttitham saja. Jika bisa surat nikah langsung disahkan oleh mata 

hukum Islam dan Hukum Negara, tidak harus catat dua kali karena jika ada 

masalah masyarakat di Thailand Selatan berhak untuk menyelesaikan masalah 

dengan hukum negara. 

Bagi masyarakat dalam pencatatan pernikahan itu tidak wajib dan tidak 

ada hukumnya untuk harus mencatatkan, tetapi jika tidak mencatat masyarakat 

tidak berhak untuk mengajukan masalah di Pengadilan Negeri, karena itu lebih 

baik mencatat saja baik di Majelis Agama Islam (khusus untuk masyarakat 

Malayu Pattani  Thailand Selatan) maupun di Pengadilan Negeri. 

Bagi pemerintah jika masyarakat tidak mencatatkan surat nikah  oleh 

negara bisa saja untuk mendapatkan hak untuk menyelesaikan masalah dalam 

rumah tangga di Pengadilan Negeri.   
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C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan 

segala taufik dan hidayat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. Namun demikian 

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, dan kepada 

para pembaca umumnya.  

Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Sekali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak, semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan diterima 

oleh Allah SWT... Amin. 
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